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Menimbang 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 57 TAHUN 2011 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, S E R T A MONITORING DAN 

EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG B E R S U M B E R DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

bahwa da lam rangka pembinaan terhadap pengelolaan 
ban tuan sosial agar terc ipta ter t ib administras i , 
akuntab i l i tas dan t ransparans i pengelolaan ban tuan 
sosial yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, per lu d i susun pedoman oleh 

^ pemer intah daerah; 

b. f bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana 
d imaksud dalam h u r u f a, sesuai dengan ketentuan 
sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan 
Menter i Da lam Negeri nomor 13 t a h u n 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah sebagaimana 
te lah beberapa ka l i d iubah terakhi r dengan Peraturan 
Mneter i Dalam Negeri Nomor 21 t a h u n 2 0 1 1 , dan Pasal 
42 ayat (1) Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 
32 T a h u n 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan B a n t u a n Sosial yang Bersumber dar i Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, per lu menetapkan 
Peraturan Bupa t i tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 
Dan Pelaporan, Serta Moni tor ing Dan Evaluasi Ban tuan 
sosial yang Bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pacitan 

Mengingat Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang 
Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4285); 

Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355); 



Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah , t e rakhi r 
dengan Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
T a h u n 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
4844); 

Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5234); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 t a h u n 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia t a h u n 2005 nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 T a h u n 2005 tentang 
Pengelolaan Barang M i l i k Negara/Daerah (Lembairan 
Negara T a h u n 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran 
NegaraNomor 4609) sebagaimana te lah d iubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
(Lembaran Negara T a h u n 2008 Nomor 78 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabu paten/Kota (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 

Peraturan Presiden Nomor 54 T a h u n 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana te lah 
d iubah - dengan Peraturan Presiden Nomor 36 T a h u n 
2011 

Peraturan Menter i Da lam Negeri nomor 13 t a h u n 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 2 1 
t a h u n 2 0 1 1 ; 
Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Ban tuan 
Sosial yang Bersumber d a r i Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 
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12: Peraturan Menter i Dalam Negeri nomor 17 t a h u n 2007 
j tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang M i l i k 
' Daerah; 

13: Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 53 T a h u n 
; 2011 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah 
i (Berita Negara T a h u n 2011 Nomor 694); 

14. ' Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 T a h u n 
I 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

15: Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 
I 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan; 

15.' Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 
; 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 
i Pacitan sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan 
I Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 T a h u n 2 0 1 1 ; 

17.- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 T a h u n 
; 2007 tentang Orgamisasi Lembaga Teknis Daerah 
f Kabupaten Pacitan sebagaimana te lah d iubah dengan 
! Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 
i 2 0 1 1 ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 t a h u n 
I 2009 tentang Pengelolaan Barang M i l i k Daerah; 

19i Peraturan Bupa t i nomor 24 T a h u n 2010 tentang 
; Pedoman Taknis Pengelolaan Barang M i l i k Daerah. 

I MEMUTUSKAN: 
f 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN, S E R T A MONITORING DAN EVALUASI 
BANTUAN SOSIAL YANG B E R S U M B E R DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA D A E R A H KABUPATEN 
PACITAN 

i 
• 

i BAB I 
KETENTUAN UMUM 

i 

i 

\ Bagian Pertama 
Pengertian 

Pasal 1 
» 

Dalam Peraturan B u p a t i i n i , yang d imaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah pemer intah daerah Kabupaten Pacitan. 
2. Kepala Daerah adalah Bupa t i Pacitan. 
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dis ingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pacitan. 

I 
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4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang se lanjutnya dis ingkat PPKD 
adalah kepala sa tuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunya i 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan ber t indak sebagai bendahara 
u m u m daerah. ; 

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dis ingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan pengelolaan APBD. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya d is ingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/barang. 

7. T im Anggaran Pemerintah Daerah yang se lanjutnya d is ingkat TAPD 
adalah t i m yang d iben tuk dengan keputusan kepala daerah dan d ip imp in 
oleh sekretaris daerah yang mempunya i tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebi jakan kepala daerah da lam rangka penyusunan APBD 
yaing anggotanya te rd i r i da r i pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat 
la innya sesuai dengan kebu tuhan . 

8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang se lanjutnya d is ingkat RKA-PPKD 
adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian 
keuangan se laku Bendahara U m u m Daerah. 

9. Rencana K e r j a ' d a n Anggaran SKPD yang se lanjutnya dis ingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
program, kegiatan dan anggaran SKPD. 

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang se lanjutnya dis ingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro 
keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara U m u m Daerah. 

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya d is ingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 
SKPD yang d i gunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
anggaran. 

12. Ban tuan sosial adalah pemberian ban tuan berupa uang/barang dar i 
pemer intah daerah kepada ind iv idu , keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang sifatnya t idak secara terus menerus dan selektif yang 
ber tu juan u n t u k me l indung i da r i k emungk inan ter jadinya resiko sosial. 

13. Rcsiko sosial adalah kejadian a tau per ist iwa yang dapat men imbu lkan 
potensi ter jadinya kerentanan sosial yang d i tanggung oleh ind iv idu , 
keluarga, ke lompok dan/atau masyarakat sebagai dampak kr is is sosial, 
kr is is ekonomi , kr is i s po l i t ik , fenomena a lam dan bencana a lam yang j i k a 
t idak d iber ikan belanja bantuan sosial a k a n semakin t e rpuruk dan 
t idak dapat h i d u p da lam kond is i wajar. 

BAB I I 
RUANG U N G K U P 

[ 
1 

' Pasal 2 
t 

Ruang l ingkup Peraturan i n i me l ipu t i penganggaran, pelaksanaan dan 
penatausahaan, pelaporEin dan pertanggungjawaban serta moni tor ing dan 
evaluasi pemberian bcintuan sosial yang bersumber dar i APBD. 

i 
t 



Pasal 3 

Bantuan sosial sebagaimana d imaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang a tau 
barang. i 

BAB I I I 
BANTUAN SOSIAL 

i 
i 
i 

j Bagian Kesatu 
I Umum 

i Pasal 4 
j 

(1) Pemerintah daerah dapat member ikan ban tuan sosial kepada 
anggota/kelompok masyarakat sesuai k emampuan kcuangan daerah. 

(2) Pemberian b a n t u a n sosial sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) 
d i l akukan setelah mempr ior i taskan pemenuhan belanja u r u s a n wajib 
dengan memperhat ikan asas keadi lan, kepatutan , rasionalitas dan 
manfaat u n t u k masyarakat . 

(3) Asas keadi lan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) adalah keseimbangan 
d is t r ibus i pember ian ban tuan sosial. 

(4) Asas kepatutan ; sebagaimana d imaksud pada ayat (2) adalah t indakan 
a tau s u a t u s ikap yang d i l akukan secara wajar dan proporsional . 

(5) Asas rasional itas sebagaimana d imaksud pada ayat (2) adalah bahwa 
pemberian b a n t u a n sosial harus dapat d ina lar dan d i te r ima oleh akal dan 
p ik i r an . •; 

(6) Asas manfaat u n t u k masyarakat sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) 
adalah bahwa pemberian ban tuan sosial d i u t a m a k a n u n t u k pemenuhan 
kebu tuhan masyarakat . 

j Pasal 5 

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 4 ayat (1) 
me l iput i : ' 

a. ind iv idu , keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang 
t idak stabi l sebagai ak ibat da r i kr i s i s sosial, ekonomi , po l i t ik , bencana, 
a tau fenomena a lam agar dapat memenuh i k e b u t u h a n h i d u p m i n i m u m ; 

b. lembaga non pemer intahan b idang pend id ikan, keagamaan, dan bidang 
la in yang berperan u n t u k me l indung i i nd i v i du , kelompok, dan/atau 
masyarakat da r i k emungk inan terjadinya resiko sosial. 

Pasal 6 

(1) Pemberian b a n t u a n sosial sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 4 ayat (1) 
memenuh i k r i t e r i a pa l ing sedikit: 

a. selektif; ; 

b. memenuh i persyaratan penerima ban tuan ; 

c. bersifat sementara dan t idak terus menerus, kecual i da lam keadaan 
te r t entu dapat berke lanjutan; 

d. sesuai tu juar i penggunaan. 

I 



(2) Kri ter ia selektif sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a d ia r t ikan 
bahwa bantuan^ sosial hanya d iber ikan kepada calon penerima yang 
d i t u j u k a n u n t u k me l indung i da r i k emungk inan resiko sosial. 

i 
(3) Kri ter ia persyaratan penerima ban tuan sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) h u r u f b me l ipu t i : 

a. memi l i k i ident i tas yang jelas; dan 

b. berdomisi l i da lam wi layah admin i s t ra t i f pemer intahan daerah 
berkenaan. 1 

(4) Kr i ter ia bersifat sementara dan t idak terus menerus sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) h u r u f c d ia r t ikan bahwa pember ian ban tuan sosial 
t idak waj ib dan t i dak harus d iber ikan setiap t a h u n anggaran. 

(5) Keadaan ter tentu dapat berke lanjutan sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) h u r u f c d i a r t i kan bahwa ban tuan sosial dapat d iber ikan setiap t ahun 
anggaran sampai penerima ban tuan te lah lepas dar i resiko sosial. 

(6) Kri ter ia sesuai t i i j u a n penggunaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f d bahwa t u j u a n pemberian ban tuan sosial me l i pu t i : 

a. rehabi l i tas i sosial; 

b. per l indungan'sos ia l ; 

c. pemberdayaan sosial; 

d . j a m i n a n sosial; 

e. penanggulangan kemisk inan ; dan 

f. penanggulangan bencana. 

i 

; Pasal 7 
i 

(1) Rehabil i tasi sosial sebagaimana d imaksud da lam Pasal 6 ayat (6) h u r u f a 
d i t u j u k a n u n t u k memu l ihkan dan mengembangkan kemampuan 
seseorang yang (menga lami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya secara wajar. 

(2) Per l indungan sosial sebagaimana d imaksud da lam Pasal 6 ayat (6) h u r u f b 
d i t u j u k a n u n t u k mencegah dan menangani resiko dar i guncangan dan 
kerentanan sosial seseorang, keluarga, ke lompok masyarakat agar 
kelangsungan h idupnya dapat d ipenuh i sesuai dengan kebu tuhan dasar 
m in ima l . : 

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 6 ayat (6) h u r u f 
c d i t u j u k a n u n t u k menjad ikan seseorang a tau ke lompok masyarakat yang 
mengalami masalah sosial mempunya i daya, sehingga m a m p u memenuhi 
kebu tuhan dasarnya. 

(4) J a m i n a n sosial sebagaimana d imaksud da lam Pasal 6 ayat (6) h u r u f d 
merupakan skema yang melembaga u n t u k men jamin penerima ban tuan 
agar dapat memenuh i k ebu tuhan dasar h idupnya yang layak. 

(5) Penanggulangan kemisk inan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 ayat 
(6) h u r u f e merupakan kebi jakan, program, dan kegiatan yang d i l akukan 
terhadap orang,* keluarga, kelompok masyarakat yang t idak mempunya i 
a tau mempunya i sumber mata pencaharian dan t i dak dapat memenuh i 
kebu tuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

! 

I 
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(6) Penanggulangan bencana sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 6 ayat (6) 
h u r u f f me rupakan serangkaian upaya yang d i t u j u k a n u n t u k rehabi l i tasi . 

! Pasal 8 

(1) Ban tuan sosial dapat berupa uang a tau barang yang d i ter ima langsung 
oleh penerima b a n t u a n sosial. 

T 

(2) Ban tuan sosial berupa uang sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) adalah 
uang yang d iber ikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa 
bagi anak m i s k i n , yayasan pengelola y a t i m p i a tu , nelayan m i sk in , 
masyarakat l an ju t us ia , ter lantar , cacat berat dan tun jangan kesehatan 
p u t r a p u t r i pahlawan yang t idak m a m p u . 

(3) Ban tuan sosial berupa barang sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) 
adalah barang yang d iber ikan secara langsung kepada penerima seperti 
bantuan kendaraan operasional u n t u k sekolah lua r biasa swasta dan 
masyarakat t i dak m a m p u , ban tuan perahu u n t u k nelayan m i sk in , 
ban tuan makanan/paka ian kepada y a t i m p i a t u / t u n a sosial, t emak bagi 
kelompok masyarakat k u r a n g m a m p u . 

i 
i Pasal 9 

Penerima dan penanggungjawab ban tuan sosial adalah: 

a. U n t u k ind i v idu , ' pener ima dan penanggungjawabnya adalah ind i v idu 
penerima ban tuan sosial; 

b. U n t u k keluarga, Penerima dan penanggungjawabnya adalah kepala 
keluarga pener ima ban tuan sosial; 

c. U n t u k masyarakat, Penerima dan penanggungjawabnya adalah 
ke tua/p imp inan ke lompok masyarakat pener ima b a n t u a n sosial; 

d . U n t u k lembaga rion pemer intahan, Penerima dan penanggungjawabnya 
adalah ke tua/p imp inan lembaga penerima ban tuan sosial. 

i Bagian Kedua 
: Penganggaran 

Pasal 10 

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan u s u l a n ter tu l i s kepada 
kepala daerah dengan di lengkapi proposal. 

(2) Proposalsebagaimana d imaksud pada ayat (1) u n t u k permohonan bantuan 
sosial berupa u a n g pa l ing sedikit memuat : 
a. latar belakang, beris i u ra i an tentang gambaran u m u m mengenai fakta-

fakta dan pcrmasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi 
d i laksanakannya kegiatan dan d ia jukannya u s u l a n ban tuan sosial oleh 
calon penerima b a n t u a n sosial; 

b. maksud d a n ' t u j u a n , berisi u ra ian tentang m a k s u d dan t u j u a n 
d i laksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana ban tuan sosial; 

c. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non 
pemerintahan) , ber is i u ra i an tentang susunan pengurus dar i kelompok 
masyarakat / lembaga non pemer intahan yang mengajukan 
u s u l a n ban tuan sosial; 



d. domis i l i ke lompok masyarakat/lembaga non pemer intahan, beris i 
u ra i an tentang keberadaan/alamat dar i ke lompok masyarakat/lembaga 
non pemer intahan yang mengajukan u s u l a n b a n t u a n sosial dan nomor 
telepon yang dapat d i h u b u n g i sewaktu-waktu apabi la d i b u t u h k a n ; 

e. b en tuk kegiatan, berisi u ra i an tentang kegiatan yang akan 
d i laksanakan oleh calon penerima ban tuan sosial; 

f. j adwa l pe laksanaan kegiatan, berisi u r a i a n tentang w a k t u dan 
tempat pelaksanaan kegiatan yang akan d i laksanakan oleh calon 
penerima b a n t u a n sosial; 

g. rincian k e b u t u h a n anggaran/rencana anggaran biaya, beris i u ra i an 
tentang perh i tungan mengenai k e b u t u h a n biaya pelaksanaan kegiatan 
t e rmasuk rincian k e b u t u h a n bahan dan peralatan serta gambar teknis 
u n t u k pekcrjaan kons t ruks i ; 

h . tanda tangan dan nama lengkap calon penerima ban tuan sosial 
(pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok 
masyarakat) a t au tanda tangan/cap j a r i bagi yang t idak m a m p u tanda 
tangan d a n nama lengkap calon penerima b a n t u a n sosial (bagi anggota 
masyarakat) . ; 

(3) Apabi la kegiatan yang d ia jukan berupa pekcrjaan kons t ruks i dengan n i la i 
Rp. 100.000.000,- (seratus j u t a rupiah) a t au lebih maka rencana 
anggaran biaya • sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f g harus 
d ibuat dan d i tandatangani oleh orang a tau badan yang memi l ik i 
kompetensi da lam bidang kons t ruks i . 

(4) Proposalsebagaimana d imaksud pada ayat (1) u n t u k permohonan ban tuan 
sosial berupa barang pa l ing sedikit memuat : 
a. latar belakang, beris i u ra i an tentang gambaran u m u m mengenai fakta-

fakta dan pcrmasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi 
d i laksanakannya kegiatan dan d ia jukannya u s u l a n ban tuan sosial oleh 
calon pener ima ban tuan sosial; 

b. m a k s u d d a n : t u j u a n , berisi u r a i a n tentang m a k s u d dan t u j u a n 
d i laksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana ban tuan sosial; 

c. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non 
pemerintahan) , berisi u ra i an tentang susunan pengurus dar i kelompok 
masyarakat / lembaga non pemer intahan yang mengajukan 
usu lan ban tuan sosial; 

d . domis i l i ke lompok masyarakat/lembaga non pemer intahan, berisi 
u ra i an tentang keberadaan/alamat dar i ke lompok masyarakat/lembaga 
non pemer intahan yang mengajukan u s u l a n ban tuan sosial dan nomor 
telepon yang dapat d ihubung i sewaktu-waktu apabi la d i b u t u h k a n ; 

e. jenis dan j u m l a h barang yang d imohon, berisi u ra i an tentang jenis dan 
j u m l a h barang yang d imohon oleh calon penerima ban tuan sosial 
kepada Pemerintah Daerah; dan 

f. tanda tangan dan nama lengkap calon pener ima ban tuan sosial 
(p impinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi 
kelompok masyarakat) a tau tanda tangan/cap j a r i bagi yang t idak 
m a m p u tanda tangan dan nama lengkap calon pener ima ban tuan sosial 
(bagi anggota masyarakat) . 

(5) Kepala daerah m e n u n j u k SKPD terka i t u n t u k me lakukan evaluasi usu lan 
sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1). 

(6) SKPD terka i t sebagaimana d imaksud pada ayat (5) adalah SKPD yang 
memi l ik i tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana 
tercantum da lam u s u l a n ban tuan sosial. 

i 



(7) Da lam melaksanakan proses evaluasi sebagaimana d imaksud pada ayat 
(5), SKPD terka i t dapat me lakukan proses evaluasi dengan ban tuan SKPD 
teknis a t a u dapat membentuk t i m evaluasi yang d i te tapkan dengan 
Keputusan Kepala SKPD. 

(8) Tu juan d i l akukannya evaluasi sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (5) 
adalah sebagai be r iku t : 

a. U n t u k mengetahui kesesuaian antara harga da lam proposal 
dengan standar sa tuan harga yang be r l aku d i l ingkungan Pemerintah 
Daerah a tau apabi la komponen yang d i b u t u h k a n t idak terdapat 
da lam standar sa tuan harga, maka dapat menggunakan harga 
pasar yang be r l aku saat i t u ; 

b. U n t u k mengetahui kesesuaian antara k e b u t u h a n peralatan dan bahan 
serta k e b u t u h a n la innya yang d ipe r lukan da lam pelaksanaan kegiatan 
dengan j en i s kegiatannya; 

c. memast ikan keberadaan anggota/kelompok/lembaga non 
pemer intahan yang mengajukan u s u l a n b a n t u a n sosial (t idak fiktif); 

d . memast ikan domis i l i/a lamat anggota/kelompok masyarakat/ lembaga 
non pemer intahan sebagaimana t e r can tum da lam proposal yang 
d ia jukan oleh calon penerima bantuan sosial; 

e. U n t u k memast ikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana ban tuan 
sosial be lum d i laksanakan oleh calon pener ima b a n t u a n sosial; dan 

f. U n t u k memin ta dokumen-dokumen p e n d u k u n g yang d iper lukan 
sesuai k ebu tuhan . 

(9) Kepala SKPD terka i t sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (5) menyampaikan 
has i l evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah mela lu i TAPD. 

(10) TAPD member ikan pert imbangan atas rekomendasi sebagaimana 
d imaksud pada ayat (9) sesuai dengan pr ior i tas dan kemampuan 
keuangan daerah. 

i Pasal 11 
i 

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pert imbangan TAPD sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 9 ayat (9) dan ayat (10) menjadi dasar 
pencantuman alokasi anggaran ban tuan sosial da lam rancangan KUA dan 
PPAS. i 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
me l ipu t i anggaran ban tuan sosial berupa uang dan/a tau barang. 

i 

Pasal 12 

(1) Ban tuan sosial berupa uang d i can tumkan da lam RKA-PPKD. 

(2) Ban tuan sosial berupa barang d i can tumkan da lam RKA-SKPD. 

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) dan ayat 
(2) menjadi dasar penganggaran ban tuan sosial da lam APBD sesuai 
pera turan perundang-undangan. 

\ Pasal 13 

(1) Ban tuan sosial be rupa uang dianggarkan da lam ke lompok belanja t idak 
langsung, j en is belanja ban tuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja 
berkenaan pada PPKD. 



I 
I 
I 

( 
(2) Ban tuan sosial berupa barang dianggarkan da lam kelompok belanja 

langsung yang d i fo rmulas ikan kedalam program dan kegiatan, yang 
d iu ra ikan kedalam j en i s belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan 
sosial barang berkenaan kepada p ihak ket iga/masyarakat, dan r inc ian 
obyek belanja b a n t u a n sosial barang yang a k a n d iserahkan kepada p ihak 
ket iga/masyarakat berkenaan pada SKPD. 

(3) Rincian obyek belanja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
d i can tumkan nama penerima dan besaran b a n t u a n sosial. 

I Bagian Ketlga 
; Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 14 

(1) Pelaksanaan anggaran ban tuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-
PPKD. 

(2) Pelaksanaan anggaran ban tuan sosial berupa barang berdasarkan atas 
DPA-SKPD. 

I Pasal 15 

(1) Kepala daerah menetapkan daftar pener ima dan besaran ban tuan sosial 
dengan kepu tusan kepala daerah berdasarkan pe ra turan daerah tentang 
APBD dan pera turan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 

(2) Keputusan kepala daerah beris i daftar pener ima b a n t u a n sosial secara 
rinci {by name by address) beserta besaran uang a tau jen is barang 
sebagaimana d i m a k s u d pada ayat ( I ) dapat d ibua t da lam sa tu Keputusan 
a tau leb ih. ; 

(3) Dalam ha l Keputusan kepala daerah d ibuat lebih dar i sa tu Keputusan 
sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2), Keputusan tersebut dapat 
d idasarkan pada k r i t e r i a sebagai ber ikut : 

a. Berdasarkan j en i s kegiatan ban tuan sosial; 
b. Berdasarkan SKPD penanggungjawab ban tuan sosial; dan/atau 

c. Berdasarkan w a k t u pelaksanaan kegiatan ( insidenti l ) . 

(4) Tanggung jawab penyusunan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) adalah: 

a. U n t u k b a n t u a n sosial berupa uang berada d i SKPKD berkoordinasi 
dengan SKPD terka i t ; dan 

b. U n t u k ban tuan sosial berupa barang berada d i SKPD terkai t . 

(5) Daftar penerima ban tuan sosial sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) 
menjadi dasar penyaluran/penyerahan ban tuan sosial. 

(6) Da lam ha l b a n t u a n sosial berupa barang, Penyaluran/penyerahan ban tuan 
sosial da r i pemer in tah daerah kepada penerima ban tuan sosial di lengkapi 
dengan ber i ta acara serah ter ima barang. 

(7) Pencairan b a n t u a n sosial da lam ben tuk u a n g d i l akukan dengan 
mekanisme pembayaran langsung (LS), 

i 



f 

t 
i 

I 
j 

(8) Dalam ha l b a n t u a n sosial berupa uang dengan n i l a i sampai dengan Rp. 
5.000.000,00 ( l ima j u t a rupiah) pencairannya dapat d i l akukan mela lui 
mekanisme tambah uang (TU). 

(9) Penyaluran dana ban tuan sosial kepada pener ima ban tuan sosial 
sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (7) d i lengkapi dengan kwi tans i b u k t i 
penerimaan uang b a n t u a n sosial. 

(10) Pencairan ban tuan sosial berupa uang sebagaimana d imaksud pada 
ayat (7) dapat d i lc ikukan sekaligus. 

(11) Pencairan b a n t u a n sosial berupa u a n g sebagaimana d imaksud pada 
ayat (7) d i l a k u k a n setelah ada permohonan pencairan dar i penerima 
ban tuan sosial. 

(12) Permohonan pencairan sebagaimana d imaksud pada ayat (11) d isampaikan 
kepada PPKD, di lengkapi dengan rekomendasi da r i iSKPD terkai t . 

(13) D ^ a m ha l permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD 
mencairkan dana ban tuan sosial sesuai dengan DPA-PPKD. 

(14) Tata cara penatausahaan pencairan dana ban tuan sosial d i SKPKD 
di laksanakan sesuai ke tentuan pera turan perundang-undangan yang 
ber laku. [ 

V 

Pasal 16 

(1) Pengadaan barang dan / a tau jasa oleh penerima ban tuan sosial 
d i laksanakan oleh penerima. 

(2) Penggunaan dana ban tuan sosial harus sesuai dengan proposal yang te lah 
d ia jukan dan d ise tu ju i , kecual i terjadi keadaan memaksa. 

(3) Keadaan memaksa sebagaimana d imaksud pada ayat (2) adalah kejadian-
kejadian yang dengan segala daya dan upaya t idak dapat d iduga dan t idak 
dapat d iatas i oleh Pihak yang mengalaminya yang antara la in adalah: 
bencana a lam, ' wabah penyakit , pemberontakan/huru-hara/perang, 
kebakaran, sabotase, pemogokan u m u m , pera turan dan/atau larangan 
pemer intah yang t i dak dapat d i t u n t u t 

Bagian Keempat 
^Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 17 

% 

(2) Penerima ban tuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan 
bantuan sosial kepada kepala daerah me la lu i PPKD dengan tembusan 
SKPD terkai t . \ 

(3) Penerima b a n t u a n sosial berupa barang menyampaikan laporan 
penggunaan b a n t u a n sosial kepada kepala daerah me la lu i kepala SKPD 
terkai t . ; 

i 

Pasal 18 
j 

(1) Ban tuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi j en is belanja ban tuan 
sosial pada PPKD da lam t a h u n anggaran berkenaan. 

(2) Ban tuan sos i a l ' b e rupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja 
ban tuan sosial pada j en is belanja barang dan jasa da lam program dan 
kegiatan pada SKPD t e r k a i t 



I 

Pasal 19 

(1) Penerima ban tuan sosial bertanggungjawab secara formal dan mater ia l 
atas penggunaan ban tuan sosial yang d i ter imanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima ban tuan sosial me l i pu t i : 
a. laporan penggunaan ban tuan sosial me l i pu t i : 

1) pendahu luan , beris i u ra i an tentang gambaran u m u m mengenai 
pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana ban tuan sosial yang telah 
d i l a k u k a n oleh pener ima ban tuan sosial; 

2) m a k s u d dan t u j u a n , berisi u ra i an tentang m a k s u d dan t u j u a n 
d i susunnya laporan penggunaan dana b a n t u a n sosial; 

3) realisasi penggunaan dana, beris i u ra i an tentang anggaran yang 
te lah d ibe lanjakan termasuk sisa anggaran yang t idak d igunakan 
u n t u k membiayai kegiatan yang te lah d i laksanakan sesuai dengan 
proposal ban tuan sosial yang telah d i a jukan kepada Pemerintah 
Daerah; • 

4) p enu tup , | beris i u ra i an tentang ha l -ha l yang per lu u n t u k 
d isampaikan oleh penerima dana ban tuan sosial terka i t dengan 
kegiatan yang te lah d i laksanakan, t e rmasuk permasalahan yang 
d ihadapi , | 

5) tanda tangan dan nama lengkap pener ima ban tuan sosial 
(p impinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi 
ke lompok masyarakat) a t au tanda tangan/cap j a r i bagi yang t idak 
m a m p u tanda tangan dan nama lengkap pener ima ban tuan sosial 
(bagi anggota masyarakat) . 

b. surat pernyataan tanggung j awab yang menyatakan bahwa ban tuan 
sosial yang d i t e r ima te lah d igunakan sesuai proposal; dan 

c. b u k t i - b u k t i pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai pera turan 
perundang-undangan bagi penerima ban tuan sosial berupa uang a tau 
sal inan b u k t i ; s e r a h te r ima barang/jasa bagi penerima ban tuan sosial 
berupa barang/jasa. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a dan 
h u r u f b d i sampaikan kepada kepala daerah pal ing lambat tanggal 10 
bu lan J a n u a r i t a h u n anggaran ber ikutnya , kecual i d i t en tukan la in sesuai 
pera turan perundang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) h u r u f . c 
d is impan dan d ipergunakan oleh penerima ban tuan sosial se laku obyek 
pemeriksaan. 

(5) Terhadap penggunaan bantuan sosial berupa uang dengan j u m l a h 
diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu mi iyar rupiah) d i l akukan 
pemeriksaan/audit oleh Kantor A k u n t a n Publik/1nspektorat Kabupaten 
Pacitan. • 

(6) Terhadap penggunaan bantuan sosial berupa uang dengan j u m l a h 
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu mi iyar rupiah) dapat 
d i l akukan pemeriksaan / aud i t oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan. 

(7) Pembiayaan penggunaan Kantor A k u n t a n Publ ik sebagaimana d imaksud 
pada ayat (5), d ibebankan pada mas ing-mas ing penerima ban tuan sosial. 

1 



( 
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j Pasal 20 
! 

Apabi la p e n e r i m a ; belanja bantuan sosial berupa uang dalam 
melaksanakan kegiatannya terdapat sisa anggaran maka se luruh sisa 
tersebut wajib disetor ke Rekening Kas U m u m Daerah pal ing lambat 5 
(lima) h a r i setelah laporan pertanggungjawaban d isampa ikan , a t au selambat-
lambatnya pada tanggal 15 bu lan j a n u a r i t a h u n anggaran ber ikutnya . 

Pasal 21 
f 

(1) Realisasi ban tuan sosial d i can tumkan pada laporan kcuangan pemerintah 
daerah da lam t a h u n anggaran berkenaan. 

(2) Ban tuan sosial berupa barang yang be lum d iserahkan kepada penerima 
ban tuan sosial sampai dengan akh i r t a h u n anggaran berkenaan d i laporkan 
sebagai persediaan da lam neraca. 

BAB IV 
MONITORING DAN EVALUASI 

[ 

J 
i 

1 Pasal 22 
i 

(1) SKPD terka i t me l akukan moni tor ing dan evaluasi atas pemberian bantuan 
sosial. ! 

(2) Moni tor ing dan | evaluasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
d i l akukan pada saat pelaksanaan pekcrjaan dan/a tau pada akh i r 
pelaksanaan pekcrjaan. 

(3) Moni tor ing dan evaluasi sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) 
d i t i t ikbera tkan pada; 
a. Penggunaan dana; 
b. Kesesuaian pekcrjaan dengan proposal; dan 
c. Permasalahan yang d ihadapi . 

(4) Da lam pelaksanaan mon i to r ing dan evaluasi sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), SKPD terka i t dapat membentuk t i m mon i t o r ing dan evaluasi yang 
d i te tapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. 

(5) Hasi l mon i to r ing dan evaluasi sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) 
d isampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada inspektorat 
Kabupaten Pacitan. 

i 

; Pasal 2 3 

Dalam ha l has i l mon i to r ing dan evaluasi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
22 ayat (2) terdapat penggunaan ban tuan sosial yang d isa lahgunakan, 
penerima ban tuan sosial yang bersangkutan d ikenakan sanks i sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

f 

t 

1 

t 



j BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

! Pasal 24 

Dengan ber lakunya Peraturan B u p a t i i n i maka Peraturan Bupa t i Pacitan 
Nomor 35 T a h u n 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban 
belanja h ibah , ban tuan sosial, dan ban tuan keuangan sebagaimana telah 
d iubah dengan Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 29 T a h u n 2010, d icabut dan 
d inyatakan t i dak be r l aku lagi. 

: Pasal 2 5 

Peraturan B u p a t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d i t e tapkan. 
i 
i 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memer in tahkan pengundangan 
Peraturan B u p a t i i n i dengan p>enempatannya da lam Beri ta Daerah Kabupaten 
Pacitan. ; 

\ Ditetapkan dl Pacitan 

I Pada tangga l : 2 7 • 12 - 2011 

I BUPATI PACITAN 
i 

j Cap.ttd 
I 

INDARTATO 

Diundangkan d l Pac i tan 
Pada tanggal 2 7 Desember 2011 

S E K R E T A R I S D A E R A H 

Ir. MULYONO. MM. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19571017 198303 1 014 

B E R I T A D A E R A H KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 57 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR : TAHUN 2011 
TANGGAL : - 2011 

DOKUMEN ADMINISTRASI BANTUAN SOS IAL 

A. PROPOSAL BANTUAN S O S I A L 

A . l . CONTOH SUSUNAN PROPOSAL : 
1. Cover/Halaman J u d u l 
2. Surat Pengajuan Permohonan Pengajuan Dana 
3. I s i Proposal me l iput i : 

a. Kegiatan 
1. Nama Kegiatan 
2. Vo lume Kegiatan 
3. Lokasi Kegiatan 
4. Latar Belakang 
5. M a k s u d dan Tu juan 
6. Penerima 

7. Hasi l Yang D iharapkan 
8. Pelaksana Kegiatan 
9. Jadwa l Pelaksanaan 
10. j u m l a h uang/jenis barang 
11 . Penutup. 

Lampiran : 
1. Biodata pemohon/susunan kepengurusan 

kelompok. 
2. Rencana A n ^ a r a n Biaya (RAB) 

i 

b* K e ^ a t a n (Jika terkait pekerfaan konstruksi) 
1. Nama Kegiatan 
2. Vo lume Kegiatan 
3. Lokasi Kegiatan 
4. Latar Belakang 
5. M a k s u d dan t u j u a n 
6. Sasaran/Penerima Manfaat: 

(paket, orang, u n i t , dll) 
(RT/RW, D u s u n , Desa) 
(jelaskan) 
(jelaskan) 
( ind iv idu / masyarakat / 
lembaga) 
(jelaskan) 
(jelaskan) 
(har i/ bu l an / tahun) 
Rp / 

dan a lamat 

(paket, orang, u n i t , dll) 
(RT/RW, D u s u n , Desa) 
(jelaskan) 
(jelaskan) 
( ind iv idu 
lembaga) 
(jelaskan) 
(jelaskan) 
(hari / b u l a n / tahun) 
Rp / 

/ masyarakat / 

dan a lamat 

7. Hasi l Yang D iharapkan 
8. Pelaksana Kegiatan 
9. Jadwa l Pelaksanaan 
10. j u m l a h uang/jenis barang 
1 1 . Penutup. 

Lampiran : 
1. Biodata pemohon/susunan kepengurusan 

kelompok. . 
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
3. Foto keadaan 0%. 
4. Gambar Teknis. 

Catatan : 
Proposal d ibua t rangkap 4 (empat), Tanda tangan dan/a tau stempel asli 
sc luruhnya ( t idak d i foto copy). 



A.2. CONTOH C O V E R PROPOSAL 

DESA . 

PROPOSAL 
PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL 

KEGIATAN 
KECAMATAN 

TAHUN 

Nama Pemohon 

Kegiatan I 

Alamat 

Nomor Telepon 



A.3. CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOS IAL 

Nomor : 
Sifat : 
Lamp : 1 (satu) berkas 
Perihal ; Permohonan B a n t u a n 

B a n t u a n | Sosial 
Kabupaten Pacitan 

Pacitan, 20, 

Kepada 
Y th . Bupa t i Pacitan 

Dana d i -
APBD 

T a h u n Pacitan 

Bersama i n i d isampaikan dengan ho rma t Proposal Permohonan 
Ban tuan Dana B a n t u a n Sosial APBD Kabupaten Pacitan 
T a h u n .' d i Desa/Kel Kecamatan 

da lam rangka kegiatan dengan r inc ian 
k e b u t u h a n anggaran/barang sebagaimana ter lampir . 

i 

Demik ian atas bantuannya d isampaikan ter ima kas ih . 

Mengetahui Hormat k a m i 

K E P A L A D E S A / K E L Pemohon 
KECAMATAN 

(lokasi kegiatan) 

(Nama Terang & Stempel) 

(Nama Terang & Stempel) 

CAMAT 

(lokasi kegiatan) 

(Nama Terang & Stempel) 
J 



1 
I 

A.4. CONTOH R A B 

1 RENCANA ANGGARAN BIAYA 

K E G U T A N 
VOLUME 
D E S A / K E L . 
KAB 
TAHUN 

i 
i 

NO URAIAN V O L U M E SATUAN HARGA 
SATUAN (Rp.) 

JUMLAH 
(Rp.) 

• 

i 

JUMLAH i 

Terb i l ang : 

' Pacitan, 

Mengetahui Pemohon/penjrusun* 
i 

K E P A L A D E S A / K E L 
KECAMATAN 

(lokasi kegiatan) 
i 
I (Nama Terang & Stempel) 

(Nama Terang & Stempel) 

CAMAT 

(lokasi kegiatan) 
! 

I 
! 

(Nama Terang & Stempel) 

* Catataru da lam ha ! permohonan ban tuan sosial dengan n i la i Rp. 
100.000.000,- (seratus j u t a rupiah) a t a u lebih maka rencana 
anggaran biaya harus d ibuat d a n d i tandatangani oleh orang 
a t a u , badan yang memi l i k i kompetensi da lam bidang 
kons t ruks i 

I 
f 
i 



B. CONTOH KWITANSI 

Nomor: 

Ter ima dar i I 
Sebesar \ 
U n t u k Pembayaran 

Terbi lang 

KWITANSI 

Bupa t i Pacitan 
(nominal dalam huruf) 

Belanja Ban tuan Sosial APBD Kabupaten Pacitan 
dalam rangka kegiatan 

T a h u n 

Mengetahui , 
KEPALA DESA/KELURAHAN 

• 

( lokasi domisil i ) 

Kabupaten Pacitan.. 
Penerima 

Malerai 
Rp. 6,000.-

(Nama Terang 6 6 Stempel) 

(Nama Terang 8 5 Stempel) 



i 
I 
t 

i 

C. CONTOH PAKTA I N T E G R I T A S BANTUAN SOS IAL BERUPA UANG 

Yang bertandatangan d i bawah i n i , saya: 
Nama : | 
Nomor KTP : \ 
A lamat : | 
Jaba tan : | 
Bert indak u n t u k dan' atas nama : 

j 
Dalam rangka pe laksanaan kegiatan yang d ib iaya i d a r i dana b a n t u a n 
sosial, dengan i n i menya takan bahwa saya : 
1. t i dak a k a n m e l a k u k a n p rak t ek Korups i , Ko lus i , dan Nepotisme (KKN); 
2. a k a n me laporkan kepada p ihak yang berwaj ib/berwenang apabi la 

mengetahui ada i nd ikas i Korups i , Ko lus i , d a n Nepotisme (KKN) da lam 
proses pe laksanaan keg iatan yang d ib iaya i d a r i dana b a n t u a n sosial i n i ; 

3. a k a n menggunakan dana b a n t u a n sosial sesuai dengan u s u l a n proposal 
ban tuan sosia l : serta pe laksanaannya a k a n m e m a t u h i Peraturan 
pe rundang-undangan yang be r l aku ; 

4. apabi la saya melanggar ha l -ha l yang te lah saya nya takan da lam Pakta 
Integr i tas i n i , saya bersedia d ikenakan sanks i sesuai dengan Peraturan 
pe rundang-undangan yang be r l aku . 

Pac i tan , 

Pener ima bantuan sosial 

Metera i Rp. 6000/ t td 

(Nama lengkap) 

i 

i 

r 

\ 

i 

I 
i 

i 



f 

i 

D. CONTOH PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL BERUPA 
BARANG/JASA! 

Yang bertandatangan d i bawah i n i , saya: 
Nama : ' 
Nomor KTP : \ 
Alamat : \ 
Jaba tan : ; 
Ber t indak u n t u k dan atas nama : 

i -
Dalam rangka penggunaan barang b a n t u a n sosial d a r i pemer in tah 
daerah, dengan i n i menya takan bahwa saya : 
1. akan menggunakan barang ban tuan sosial sesuai dengan usu lan 

proposal b a n t u a n sosial serta pe laksanaannya a k a n m e m a t u h i 
Peraturan pe rundang -undangan yang be r l aku ; 

2. apabi la saya melanggar ha l -ha l yang te lah saya nya takan da lam 
Pakta Integr i tas i n i , saya bersedia d ikenakan sanks i sesuai dengan 
Peraturan pe rundang -undangan yang be r l aku . 

I 

i Pac i tan , 

; Pener ima bantuan sosia l 

' Metera i Rp. 6 0 0 0 / t t d 
t 

\ (Nama lengkap) 

I 

i 

I 

i 
i 

( 
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i 

i 



I 

E . CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BANTUAN 
S O S U L B E R U P A UANG 

Yang bertandatangan d i bawah i n i , saya: 
Nama : ' 
Nomor KTP : ; 
Alamat : •• 
Jabatan : ; 
Bert indak u n t u k dan atas nama : 

i 

Dengan i n i menyatakan bahwa saya sebagai pener ima dana ban tuan 
sosial telah m e n ^ u n a k a n dana ban tuan sosial tersebut sesuai dengan 
u s u l a n proposal b a n t u a n sosial serta pe laksanaannya te lah m e m a t u h i 
Peraturan pe rundang -undangan yang be r l aku serta saya akan 
bertanggung j awab m u t l a k terhadap penggunaan dana ban tuan sosial 
d imaksud . j 

Apabi la d i k e m u d i a n h a r i d ike tahu l ter jadi penyimpangan dalam 
penggunaannya sehingga kemud ian m e n i m b u l k a n kerug ian daerah, 
maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerug ian tersebut ke 
kas daerah serta bersedia mener ima sankst sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ber laku . 

Demik ian sura t pernyataan i n i d ibuat dengan penuh kesadaran dan 
rasa tanggung jawab serta u n t u k d ipergunakan sebagaimana mestinya. 

Pac i tan , 
> 

I Pener ima bantuan sosia l 
i 
; Metera i Rp. 6 0 0 0 / t t d 

(Nama lengkap) 

! 
s 

! 

1 

i 

1 
( 

I 



i 
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F . CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BANTUAN 
SOSIAL B E R U P A BARANG 

Yang bertandatangan d i bawah i n i , saya: 
Nama : ! 
Nomor KTP : I 
Alamat : j 
Jaba tan : ! 
Ber t indak u n t u k dan atas nama : 

! 
1 

Dengan i n i menyatakan bahwa saya sebagai pener ima ban tuan sosial 
berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usu lan 
proposal b a n t u a n \ sosial serta pe laksanaannya te lah m e m a t u h i 
perundang undangan yang be r l aku serta saya akan bertanggung jawab 
m u t l a k terhadap penggunaan barang d imaksud . 
Apabila d i kemud ian har i d ike tahu i ter jadi peny impangan dalam 
penggunaannya s c h i n ^ a kemud ian m e n i m b u l k a n kerugian daerah, 
maka saya bersedia mener ima sanks i sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ber laku. 

Demik ian surat pernyataan i n i d ibuat dengan penuh kesadaran dan 
rasa tanggung j awab serta u n t u k d ipergunakan sebagaimana mestinya. 

1 

I 

i Pac i tan , 

I Pener ima bantuan sosia l 

i Metera i Rp. 6 0 0 0 / t t d 

\ (Nama lengkap) 

i 

i 

i 

i 
i 
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(4) Da lam pelaksanaan moni tor ing dan evaluasi sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), SKPD/Unit Kerja terka i t dapat membentuk t i m moni tor ing dan 
evaluasi yang d i te tapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. 

(5) Hasi l mon i t o r ing d a n evaluasi sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) 
d i sampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada inspektorat 
Kabupaten Pacitan. 

Pasal 2 2 

Dalam ha l has i l mon i to r ing dan evaluasi sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 
22 ayat (2) terdapat penggunaan ban tuan keuangan khusus yang 
d isa lahgunakan, d ikenakan sanks i sebagai be r ikut : 
a. Terhadap Pemerintah Desa penerima b a n t u a n keuangan khusus , 

d iber ikan sanks i penghent ian pemberian b a n t u a n keuangan k h u s u s pada 
t a h i m anggaran be r iku tnya m i n i m a l 1 (satu) t a h u n anggaran; 

b. Terhadap ind i v idu penanggungjawab pelaksanaan ban tuan keuangan 
khusus , d ikenakan sanks i pengembalian keuangan yang d isa lahgunakan. 

! BAB V 
j KETENTUAN PERALIHAN 
i 

Pasal 2 3 

Ketentuan mengenai ban tuan keuangan k h u s u s kegiatan t i l i k warga akan 
d ia tur da lam pe ra turan B u p a t i tersendir i . 

! BAB VI 
i KETENTUAN PENUTUP 
f 
{ Pasal 24 
F 

) 
Dengan ber lakunya Peraturan Bupa t i i n i maka Peraturan Bupa t i Pacitan 
Nomor 35 T a h u n 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban 
belanja h i b a h , b a n t u a n sosial, dan ban tuan keuangan sebagaimana te lah 
d iubah dengan Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 29 T a h u n 2010, d icabut dan 
d inyatakan t i dak ber laku lagi. 

1 
Pasal 25 

I 

Peraturan B u p a t i i n i m u l a i be r l aku pada tanggal d i te tapkan. 
Agar setiap orang - dapat mengetahuinya memer in tahkan pengundangan 
Peraturan B u p a t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten 
Pacitan. \ 

I Ditetapkan d l Pac i tan 

j Pada tangga l : 7 - {Z - 2011 

i BUPATI PACITAN 

J INDARTATO Ct 


